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PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,

PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA,

DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
{Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015,
tanggal 7 Agustus 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.

bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang .Penye-
suaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan ser-
ta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikena-
kan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetap-
kan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari
Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Ti-

dak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemo--

tongan Pajak Penghasilan;

berdasarkan pertimbangan ' sebagaimana di-
maksud pada huruf a dan b, serta untuk melak-
sanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Maenteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas
Penghasilfan Sehubungan deﬂngén Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentu-
an Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari
Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Ti-
dak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemo-
tongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Per-
aturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan

' Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
dang-tUndang Nomor 16 Tahun 2009 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik In-
danesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana ‘telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
{Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.
03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau
Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Peng-
hasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.
03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemoto-
ngan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.
03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pe-
nyetoran Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.
010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Peng-
hasilan Tidak Kena Pajak; ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.




PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasi-
lan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai
Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap
Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak
Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL -PAJAK TEN-
TANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTO-
NGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENG-
HASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PE-
KERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ,
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,
yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa-
jak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008.

2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pa-
jak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang
selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam
negeri, sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pa-
jak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang
selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar
negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pa-
jak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang
mempunyai kewajiban untuk melakukan pemoto-
ngan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009.

6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi
atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang
melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan
dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehu-
bungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal
21 adalah orang pribadi dengan status sebagai
Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
sebagai imbatan sehubungan dengan pekerjaan,

. jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal
26 adalah orang pribadi dengan status sebagai
Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,
jasha atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada
pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kes-
epakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak
tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan
dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan
memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasar-
kan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan,
atau ketentuan fain yang ditetapkan pemberi ker-
ja, termasuk orang pribadi yang melakukan peker-
jaan dalam jabatan negeri.

10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

atau memperoleh penghasilan dalam jumlah ter-
tentu secara teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan anggota dewan pengawas, serta
pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk
suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu
secara teratur.

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah
pegawai yang hanya menerima penghasilan apa-
bila pegawai yang bersangkutan bekerja, ber-
dasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pe-
kerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu
jenis pekerjaan yang diminta cleh pemberi kerja.
Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah
orang pribadi selain’ Pegawai Tetap dan Pega-
wai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang mem-
peroleh penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/
atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang di-
lakukan berdasarkan perintah atau permintaan
dari pemberi penghasilan.

Péserta kegiatan adalah orang pribadi yang ter-
libat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk
mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya
{workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga,
atau. kegiatan lainnya dan menerima atau mem-
peroleh imbalan sehubungan dengan keikutserta-
annya dalam kegiatan tersebut.

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli
warisnya yang menerima atau memperoleh imba-
lan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa laiu,
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang me-

-nerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur
adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa
gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan im-
balan dengan nama apapun yang diberikan secara
periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak
Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap
selain penghasilan yang bersifat teratur, yang
diterima sekali dalam satu tahun atau periode
lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari
Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa-
pun. |

Upah harian adalah upah’ atau imbalan vyang
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20.

21.

22.

23.

24,

diterima atau diperoleh pegawai yang terutang
atau dibayarkan secara harian.

. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang

diterima atau diperoleh pegawai yang terutang
atau dibayarkan secara mingguan.

Upah satuan adalah upah atau imbalan yang
diterima atau diperoleh pegawai yang terutang
atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pe-
kerjaan yang dihasilkan.

Upah borongan adalah upah atau imbalan yang
diterima atau diperoleh pegawai yang terutang
atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu
jenis pekerjaan tertentu.

Imbalan kepada Bukan Pegawai adatah penghasi-
lan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau keg-
iatan yang dilakukan, antara lain berupa honorari-
um, komisi, fee, dan penghasilan sejenis fainnya.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat
Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan
Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari
satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Imbaldn kepada peserta kegiatan adalah penghas-
ilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan
tertentu, antara lain berupa uang saku, uang rep-
resentasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau
penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau
Masa Pajék tertentu di mana Pegawai Tetap ber-
henti bekerja.

BAB Il

PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

{1

Pasal 2
Pemotcng PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26,
meliputi:
a. pemberi kerja yang terdiri dari:
1. orang pribadi;
2. badan; atau
3. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal
vang melakukan sebagian atau seluruh
administrasi yang terkait dengan pem-
bayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain adalah cabang, per-
wakilan, atau unit tersebut;

b3




b.

bendahara atau pemegang kas pemerintah,
termasuk bendahara atau pemegang kas pada
Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POL-
RI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah, lembaga-lembaga negara lain-
nya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehu-
bungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
dan kegiatan;

dana pensiun, badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain

yang membayar uang pensiun secara berkala

dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas serta badan yang mem-
bayar:

1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan
jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status Subjek Pajak dalam negeri,
termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan
atas namanya sendiri, bukan untuk dan
atas nama persekutuannya;

2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan
jasa yang dilakukan oleh orang pribadi den-
gan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau

3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain
kepada peserta pendidikan dan pelatihan,
serta pegawai magang; atau
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e.

penyelenggara kegiatan, termasuk badan
pemerintah, organisasi yang bersifat nasional
dan internasional, perkumpulan, orang pribadi
serta lembaga lainnya yang menyelenggara-
kan kegiatan, yang membayar honorarium,
hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa-
pun k'epada Wajib Pajak orang pribadil berke-

naan dengan suatu kegiatan.

{2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mem-
punyai kewajiban untuk melakukan pemotongan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(3)

a adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. organisasi-organisasi internasional sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢
Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau

c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melaku-

kan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
semata-mata mempekerjakan orang pribadi un-
tuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau
pekerjaan bukan dalam rangka melakukam keg-
iatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak me-
menuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimak-
sud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban
melakukan pemotongan pajak.

BAB Il

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26
[Bersambungl

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab
Redaktur Pelaksana

Pembantu Redaksi

Panerbit/Percatakan

Adwmnt

: Taufik Sumawinata

: Taufik Sumawinata

. Atisanto 0

1 Ahli-ahli Dunia Usaha
dan Lembaga Hmiah

: PT. Business News,
Anggota SPS/SGP

: Komplek P dan K
H. Taman Pendidikan Il No. 12
Terogong, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia

Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur

Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari fibur
Telepon (021) 75920118

Facsimile {021} 75920119

Dokumentasi . (021) 75920116

Email . bnewsindenesia@yahoo.com

Langganan Baru

: Minimum 3 (tiga} bulan, tanpa restitusi

www.businessnews.co.id
ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini,
dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-tain,
tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Parjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksima! 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

e
[



